BAB 5

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada PT.ABC, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh PT.ABC adalah mendaftarkan diri untuk
memperoleh  NPWP, menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan Pajak
Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak
Penghasilan Pasal 29, serta Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2).

2. Pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan pada PT.ABC belum dilakukan dengan baik, dalam
hal perhitungan. Hal ini disebabkan karena berdasarkan hasil review yang telah dilakukan,
masih terdapat ketidaksesuaian perhitungan dengan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Berikut adalah kesimpulan hasil review Pajak Penghasilan:

a. Kewajiban perpajakan PPh Pasal 21, PT.ABC sudah melakukan perhitungan sesuai dengan
hasil review. Dalam melakukan penyetoran dan pelaporan, PT.ABC sudah melakukan
dengan tepat jumlah dan tepat waktu.

b. Kewajiban perpajakan PPh Pasal 23, PT. ABC sudah melakukan dengan baik. Dari segi
perhitungan, tidak terdapat selisih antara perhitungan PT.ABC dengan hasil review.
Kemudian segi penyetoran dan pelaporan sudah melakukan dengan tepat jumlah dan tepat
waktu.

c. Kewajiban perpajakan PPh Pasal 25, PT.ABC sudah dengan baik, hanya saja terdapat

selisih dalam perhitungan dikarenakan terdapat pembulatan saat melakukan review.
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Sisanya, baik penyetoran dan pelaporan PT. ABC tidak terlambat dalam batas tanggal setor
maupun lapor yang telah ditetapkan.

d. Kewajiban perpajakan PPh Pasal 29, terdapat kesalahan perhitungan PT. ABC dengan hasil
review yang menyebabkan Kurang Bayar. Sedangkan penyetoran dan pelaporan yang
dilakukan PT.ABC sudah sesuai dengan batas tanggal setor dan lapor.

e. Kewajiban perpajakan PPh Pasal 4 Ayat (2) PT.ABC sudah dilaksanakan dengan baik. Dari
segi perhitungan, tidak terdapat selisih antara perhitungan PT.ABC dengan hasil review.
Kemudian segi penyetoran dan pelaporan sudah melakukan dengan tepat jumlah dan tepat
waktu.

3. Berdasarkan hasil review, PT.ABC dapat dikatakan sebagai wajib pajak yang cukup patuh.

PT.ABC sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya terkait Pajak Penghasilan dengan

cukup baik. PT.ABC hanya melakukan sedikit kesalahan dalam menghitung Pajak Penghasilan

Pasal 29 yang mengakibatkan kurang bayar.

5.2. Saran

Saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai

berikut:

1. PT.ABC
Dengan adanya review, diharapkan PT.ABC dapat melakukan perhitungan sesuai dengan
ketentuan perpajakan yang berlaku.

2. Peneliti selanjutnya
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi serta dapat dilakukannya perluasan objek
penelitian dengan menambahkan perhitungan sanksi atas ketidaksesuaian penyetoran dan
pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Pembaca
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Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi para pembaca mengenai review

Pajak Penghasilan untuk menilai kepatuhan wajib pajak.
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